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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan 

di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pada putusan yang menyatakan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor 

Register Perkara: PDS-02/Pkrto/Ft.2/01/2020 dalam perkara Nomor 

31/Pid.B/2020/PN Pwt., batal demi hukum karena dalam surat dakwaan 

tersebut tidak mencantumkan langkah atau upaya administratif yang telah 

ditempuh/dilakukan oleh Kantor Pajak sebelum dilakukan penyidikan terhadap 

terdakwa, maka putusan hakim tersebut menunjukkan adanya  penerapan 

prinsip  ultimum remedium pada perkara tindak pidana pajak. Dengan demikian 

penerapan  prinsip ultimum remedium dalam perkara tindak pidana pajak pada 

perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pwt.,  sudah tepat. 

2. Akibat hukum terhadap perkara pidana yang surat dakwaannya dinyatakan 

batal demi hukum maka surat dakwaan yang batal demi hukum dapat diajukan 

kembali satu kali dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang 

dinyatakan batal demi hukum masih dapat diperbaiki atau disempurnakan 

sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk 

selanjutnya berserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke Pengadilan 

Negeri. 

 

B. Saran 

1. Dalam penyidikan perkara tindak pidana pajak  hendaknya penegak hukum 

menerapkan  prinsip ultimum remedium  karena hukum pidana pajak 

merupakan bagian dari hukum administrasi, sehingga proses penyelesaian 

perkara pelanggaran pajak harus diutamakan penerapan hukum administrasi. 

2. Pada saat menangani kasus pidana pajak, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum 

tidak melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, karena tindak 

pidana pajak merupakan tindak pidana administrasi. 
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